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A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara
keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum
waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab
semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang di namakan kematian.'
Hukum waris juga mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada
kematian: peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal
dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para
penerimanya, baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu

dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga.”

Perkembangan hukum waris di Indonesia, selama ini diwarnai oleh tiga
sistem hukum waris. Tiga sistem hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan
hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu: pertama, hukum kewarisan
berdasarkan syari’at Islam, seperti tertuang dalam ilmu fardid,” kedua, hukum
kewarisan adat yang sangat pluralistis keadaannya dan sifatnya tidak tertulis,
dan ketiga, hukum kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata)/ BW. Dengan ini bukan berarti pewaris harus
menjalani ketiga hukum tersebut, namun hanya berkewajiban untuk memilih
salah satu hukum saja untuk menyelesaikan permasalahan warisan yang ia
tinggalkan,® sebagai akibat dari keadaan masyarakat yang beranckaragam
seperti corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan

yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

Dalam pandangan Hazairin, seorang pakar hukum adat Indonesia, Hukum

waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini bergantung pada sistem

" Eman Suparman, “Hukum Waris Indonesia”, Refika Aditama, (Bandung, 2007), hal. 27.

2 Gregor van der Burght, Hukum Waris Buku, diterjemahkan oleh F. Tengker, buku 1,
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 1.

* Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 4.

* Rio Brian, “Mengenal Hukum Waris yang berlaku di Indonesia”,
https://www.maxmanroe.com/hukum-waris.html, diakses pada tanggal 15 Januari 2020.



kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri, yang pada pokoknya
ada 3 (tiga) macam sistem keturunan, yaitu :

a. Patrilineal, yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang
besar-besar, seperti suku, dimana setiap orang itu selalu
menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya dan karena itu
termasuk ke dalam suku ayahnya.

b. Matrilineal, yang juga menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan
yang besar-besar, seperti suku, dimana setiap orang itu selalu
menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya, dan karena itu termasuk
ke dalam suku ibunya itu.

c. Parental atau Bilateral, yang mungkin menimbulkan kesatuan-kesatuan
kekeluargaan yang besar-besar, seperti tribe, rumpun, dimana setiap
orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada

ayahnya maupun kepada ibunya.’

Di Indonesia, masyarakat dengan karakter bilateral adalah yang paling
dominan. Hazairin berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pembagian
kewarisan secara bilateral adalah setiap orang dapat menarik garis
keturunannya melalui keturunan ayah maupun melalui keturunan ibunya.
Demikian pula dengan ayah dan ibunya, mereka juga dapat menarik garis
keturunannya atas melalui dua jalur keturunan tersebut, sehingga apabila
dikaitkan dengan konsep kewarisan maka pengertiannya adalah hak kewarisan
yang berlaku dalam dua jalur keturunan atau kekerabatan, baik dari jalur ayah

maupun dari jalur ibu.®

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki
beragam umat beragama. Salah satunya adalah agama Islam yang merupakan
agama mayoritas di Indonesia. Sehingga apabila ditinjau dari sisi praktisnya,
teori Hazairin tampaknya benar-benar sesuai dan menemukan tempatnya

apabila diterapkan di Indonesia. Masyarakat yang termasuk golongan
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penduduk beragama Islam, maka tidak dapat di sangkal bahwa dalam
beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris
berdasarkan hukum waris Islam. Salah satu sumber tertinggi dalam hukum
Islam adalah Al-Qur’an dengan sebagai pelengkap yang menjabarkannya
adalah Sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum
Islam terkemuka berkaitan dengan hal tersebut. Hukum Islam jika dilihat dari
sumbernya merupakan hukum yang statis. karena itu sebagian besar umat
Islam memandang hukum Islam dengan menggunakan pendekatan sakral dan
eternal. Namun dalam prosesnya, implementasi hukum Islam ke dalam ruang-
ruang sosial tetap membutuhkan penafsiran secara terus menerus sebagai
upaya menarik relevansi hukum syariat maupun fikih dengan sejumlah
persoalan-persoalan sosial kontemporer.’

Al-Qur’an menghendaki masyarakat dengan sistem kekeluargaan yang
bilateral dengan sistem kewarisan yang individual. Sistem kewarisan yang
individual itu ialah sistem kewarisan dimana para ahli waris berhak
memperseorangkan harta peninggalan itu dengan cara membagi-bagikan
pemilikan harta itu di antara mereka. Sistem ini mengambil pendirian bahwa
dengan matinya si-pewaris dengan sendirinya hak milik atas harta-hartanya itu
berpindah en bloc (sekaligus) kepada para ahli warisnya, setelah mana segera
atau setelah berlalu beberapa waktu ahli waris itu membagi-bagikan milik
harta itu antara mereka untuk dijadikan dari milik bersama antara mereka
semenjak saat matinya si-pewaris itu menjadi milik perseorangan dengan jalan

berbagi.®

Selain Al-Qur’an, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkuman
dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan

sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan
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serta dihimpun ke dalam satu himpunan.” Kompilasi Hukum Islam (KHI)
berisi sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal,
berjumlah 229 pasal, terdiri atas kelompok materi hukum yaitu hukum
perkawinan, (170 pasal) hukum kewarisan termasuk wasiat dan hiba (44 pasal)
dan hukum perwakafan (14 pasal) ditambah satu pasal ketentuan penutup yang
berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.

Salah satu konsep pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Indonesia dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris
yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan
ini tercantum dalam Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai
berikut:

1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris,

maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka
yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris

yang sederajat dengan yang diganti.

Konsep ahli waris pengganti itu sendiri menurut Hazairin merupakan hasil
pemikirannya dalam menafsirkan kata mawali yang ada dalam al-Qur’an surah

an-Nisa’ ayat 33 :
St 2b S 2T i 0l 5 0508915 I 51 56 Ve 50 s K0

Terjemahannya, “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang
ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-
pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia
dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya

Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Menurut garis pokok penggantian seperti yang berlaku di Indonesia, maka
ahli waris pengganti ialah setiap orang dalam sekelompok keutamaan dengan

syarat, bahwa antara dia dengan si pewaris tidak ada penghubung atau tidak

° Abdurrahman, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Akademika Pressindo, (Jakarta
1992), hal.11



ada lagi penghubung yang masih hidup, yakni penghubung yang tidak ada lagi
itu mestilah dalam sistem individual telah mati sebelum saat pembagian harta

dan dalam sistem kolektif telah mati terdahulu dari si pewaris.lo

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan menulis
skripsi dengan judul, “KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI
DALAM SISTEM KEWARISAN BILATERAL DI INDONESIA:

Pelaksanaan Pembagian Waris Islam”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk mengetahui gambaran
yang lebih jelas, maka Penulis mencoba mengindentifikasikan masalah-
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Kewarisan
Bilateral di Indonesia?
2. Bagaimana Pelaksanaan dalam Pembagian Waris Islam terhadap Ahli
Waris Pengganti tersebut?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Ahli Waris Pengganti

dalam Sistem Kewarisan Bilateral di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab rumusan masalah

yang telah diuraikan diatas :

a) Untuk mengetahui mengenai Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam
Sistem Kewarisan Bilateral di Indonesia.

b) Untuk mengetahui Pelaksanaan dalam Pembagian Waris Islam
terhadap Ahli Waris Pengganti tersebut.

¢) Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Kedudukan Ahli

Waris Pengganti dalam Sistem Kewarisan Bilateral di Indonesia.

' Hazairin, “Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur’an dan Hadith”, PT. Tintamas
Indonesia, (Jakarta 1990), hal. 22.



2.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi dua

bagian yaitu:

a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum
pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada
khususnya mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem
kewarisan bilateral di Indonesia.

b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan permasalahan-
permasalahan yang terjadi pada saat pembagian waris Islam dalam
sistem kewarisan bilateral, sehingga mendapat suatu gambaran

mengenai keadaan hukum yang sebenarnya.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang berkaitan, diantaranya:

1.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan
hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-
masing."’

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan
meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam,

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.'

. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama
Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."
Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris,

maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.'

"' Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (a)
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5. Bilateral adalah Hukum prinsip keturunan yang memperhitungkan
hubungan kekerabatan, baik melalui pria maupun wanita secara

serentak. "

E. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan
atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian
sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.'®
1. Jenis Penelitian
Dalam penulisan ini Penulis menerapkan tipe penelitian hukum
normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap
asas-asas hukum atau perundang-undangan yang terkait dengan
masalah yang diteliti.
2. Jenis Data
Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang
meliputi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :
a. Bahan Hukum Primer yatu bahan hukum yang mempunyai
kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat seperti Norma
Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan perundang-undangan, perjanjian
internasional yang masih berlaku.'” Bahan hukum yang
berhubungan dengan penulisan ini yaitu :
1. Kompilasi Hukum Islam, terutama Pasal 185.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer.'® Terdiri dari literatur

hukum berupa buku-buku teks terkait dengan Hukum Waris,

'3 Kamus Besar Bahasa Indonesia
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Sistem Kewarisan Bilateral di Indonesia, berbagai macam skripsi,
tesis, artikel, jurnal ilmiah dan juga internet.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.'” Bahan hukum yang digunakan yaitu
Kamus Besar Bahasa Indonesia, ataupun Kamus Inggris-Indonesia
maupun sebaliknya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam Pengumpulan data pada penelitian ini ialah

menggunakan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan Menurut

Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan

data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan,

seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya
yang relevan dengan penelitian.*
4. Analisis Data
Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis data menggunakan
metode kualitatif. Metode Kualitatif yakni pengumpulan data pada
suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi
dimana Peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber
data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan
data dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan

. . .21
makna dari pada generalisasi.

F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini
akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul
dari penelitian ini yaitu tentang “KEDUDUKAN AHLI WARIS
PENGGANTI DALAM SISTEM KEWARISAN BILATERAL DI
INDONESIA: Pelaksanaan Pembagian Waris Islam”.

" Ibid, hal. 13

20 K oentjaraningrat, “Metode-metode penelitian masyarakat”, Gramedia 1983, hal. 286

! Albi Anggito dan Johan Setiawan, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, CV Jejak (Jejak
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Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana
akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.
BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari,
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka
konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan materi mengenai tinjauan umum hukum
kewarisan, ahli waris pengganti, dan teori-teori mengenai sistem kewarisan
bilateral di Indonesia.
BAB I1II PEMBAHASAN KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI
DALAM SISTEM KEWARISAN BILATERAL DI INDONESIA

Pada bab ini berisi mengenai pembahasan rumusan masalah satu dan dua,
tentang bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan
bilateral di Indonesia dan pelaksanaan pembagian waris islam terhadap ahli
waris pengganti tersebut.
BAB IV AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM KEWARISAN
BILATERAL DI INDONESIA DALAM PANDANGAN ISLAM

Pada bab ini berisi mengenai pandangan-pandangan islam terhadap ahli
waris pengganti dalam sistem kewarisan bilateral di Indonesia berdasarkan
dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadist.
BAB V PENUTUP

Bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam
bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan
pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Pada bab
terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas

permasalahan di dalam penulisan ini.



